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PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO 
Salinan  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

NOMOR  21  TAHUN  2011 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS  

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO  
NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH 

AIR MINUM  KABUPATEN BOJONEGORO 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BOJONEGORO, 

 

Menimbang  : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air 
Minum, maka Peraturan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro Nomor 19 Tahun 1990 tentang Pendirian 
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bojonegoro 
perlu ditinjau kembali; 

  b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas perlu 
merubah Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 1990 
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum 
Kabupaten Bojonegoro; 

  c. bahwa guna kelancaran pelaksanaan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu 
menetapkan kembali Perubahan Peraturan Daerah 
Kabupaten Bojonegoro dalam Peraturan Daerah ; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 

1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten/Kota di Lingkungan Provinsi Jawa Timur 
(diumumkan pada tanggal 8 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 
1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2387); 

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 
1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3815); 
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4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah yang kedua 
kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor  4844) ; 

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 
2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 
Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4022); 

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 
Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 
Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 
tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan 
Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah 
Daerah; 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 
tentang Pengelolaan Barang Milik Perusahaan 
Daerah; 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 
tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah Air 
Minum; 
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 
1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik 
Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 
2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara 
Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah 
Air Minum; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 
tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah 
Air Minum; 

17. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 1984 dan 
Nomor : 26/KPTS/1984 tentang Prosedur Pengusulan 
Pengadaan Proyek Air Bersih, Pengelolaan Sementara 
dan Penyerahan Pengelolaannya; 

18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 Tahun 1984 dan 
Nomor : 27/KPTS/1984 tentang Pembinaan 
Perusahaan Daerah Air Minum; 

19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 
1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik 
Daerah ; 

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 19 
Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah 
Air Minum Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 1992 Nomor 5 Seri C) ; 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN BOJONEGORO 

 
dan 

 

BUPATI BOJONEGORO 

 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
NOMOR 19 TAHUN 1990 TENTANG PENDIRIAN 

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN 

BOJONEGORO. 

 
 

Pasal I 

 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 
19 Tahun 1990 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten 
Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 1992 Nomor 5 
Seri C)  diubah sebagai berikut:  


